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Abstrak
 

Tesis ini akan memfokuskan pada implikasi kebijakan suaka atau keimigrasian Perdana Menteri John

Howard dan Tony Abbott yang berasal dari Partai Liberal di Australia terhadap Indonesia. Penulisan ini

bertujuan untuk memahami variabel dominan yang mempengaruhi  proses perumusan dan pelaksanaan

kebijakan suaka atau keimigrasian di Australia, kecenderungan umum perilaku politik keimigrasian di

negeri kangguru tersebut, dan implikasinya terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia dalam kurun

waktu pemerintahan kedua Perdana Menteri diatas melalui beberapa kasus politik, yaitu Tampa (2001),

Papua (2006), dan Operasi Kedaulatan Perbatasan (2013-sekarang). Berbicara masalah politik keimigrasian

di Australia, terdapat beberapa variabel terkait masalah tersebut. Bob Birrell (2001), salah satu pakar

terkemuka mengenai masalah politik keimigrasian di Australia mengatakan bahwa setidaknya ada 3 (tiga)

unsur utama yang harus diperhatikan, yaitu masalah kepentingan, masalah hak-hak migran dan masalah

kekuasaan negara. Ketiganya merupakan variabel dominan yang dapat digunakan untuk memahami politik

keimigrasian diAustralia. Isu keimigrasian di Australia sangat rentan terhadap masalah politisasi, khususnya

kepentingan politik domestik di negara tersebut. Politik internasional merupakan kelanjutan dari politik

domestik. Politik domestik menjadi latar belakang kebijakan luar negeri suatu negara. Salah satu aspek

politik domestik yang sering terkait dengan kasus internasional adalah dinamika berupa pertarungan atau

konflik politik. Penanganan kasus Tampa dan Papua oleh John Howard, maupun kasus kebijakan Operasi

Kedaulatan Perbatasannya Tony Abbott adalah contoh konkrit hasil dinamika politik domestik Australia

tersebut. Politik keimigrasian di Australia adalah kombinasi antara kepentingan politik domestik serta

kepentingan Internasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian atau

Migration Act 1958 dengan beberapa amandemen parsialnya. Selain itu, momentum pemilihan umum

kiranya dapat menjadi faktor determinan dalam melihat konsistensi kepemimpinan liberal Howard atau

Abbott dalam menerapkan kebijakan keimigrasian atau suaka melalui referensi beberapa kasus diatas, serta

implikasinya terhadap Indonesia. Australia cenderung melihat lingkungan sekitarnya dengan mata orang

asing, merasa superioritas dan melihat negara-tetangga di kawasannya dengan ketakutan dan kecurigaan.

Sebaliknya negara-negara sekitarnya memandang Australia bertindak seperti kekuatan kolonial. Peningkatan

hubungan baik dengan Indonesia sangat diperlukan karena pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan

meskipun dalam kondisi konflik.

<hr><i>This thesis will focus on the policy implications of asylum or immigration Prime Minister John

Howard and Tony Abbott from the Liberal Party in Australia against Indonesia. This research aims to

understand the dominant variables that affect the process of formulation and implementation of asylum or

immigration policies in Australia, general trend of political behavior immigration in the kangaroo country,

and the implications for bilateral relations with the Indonesian government within both the Prime Minister

on through several political cases, the Tampa (2001), Papua (2006), Operation Sovereignty and Border
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(2013-present). Talking about immigration politics in Australia, there are several variables related to the

problem. Bob Birrell (2001), one of the leading experts on the issue of immigration politics in Australia said

that there are at least three (3) main elements that must be considered, that is a matter of interest, issues of

migrant rights and issues of state power. All three are the dominant variables that can be used to understand

the politics of immigration in Australia's immigration Australia. The issues highly vulnerable to

politicization, particularly domestic political interests in the country. International politics is a continuation

of domestic politics. Domestic politics into the background of a country's foreign policy. One aspect that is

often related to domestic politics with international cases is the dynamic form of battle or political conflict.

Handling cases of Tampa and Papua by John Howard, as well as the case of Operation Sovereignty borders

policy Tony Abbott is a concrete example of the results of the Australian domestic political dynamics.

Immigration politics in Australia is a combination of domestic political interests and international interests

outlined in the legislation on immigration or the Migration Act 1958 with some amendments partial. In

addition, the momentum seems to be a general election determinant factor in seeing consistency Howard or

Abbott's liberal leadership in implementing immigration or asylum policy by reference some cases above,

and the implications for Indonesia. Australia tend to look at the surrounding environment with the eyes of

strangers, feeling of superiority and see neighboring countries in the region with fear and suspicion. Instead

surrounding states saw Australia acting like a colonial power. Improved relations with Indonesia are very

necessary because basically every country need each other even in conditions of conflict.</i>


